
BUPATI KERINCI 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KER1NCI 

NOMOR 1 TABUN 2025 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANCIIJNAN 

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI,  

Menimbang a bahwa dalam rangka mcningkatkan pendapatan 

ash i daerah don mengoptimalkan pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan perdesaan clan 

p erko ta an; 

b bahwa dengan ditetapkannya Undang-Unclang 

Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintahan Pusat elan 

Pemerintahan Daerah clan Retribusi Daerah, 

Perarutan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Doerah dan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pajak Daerah dart Retribusi Daerah, maim 

Peraturan .Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu 

dilakukan penyesuaian; 

bahwa berclasarkan pertimbangan sehagaimana 

dimaksud dal= huruf a clan huruf b diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pemungutan Pajak Bunt dan Bangunan 

Perdesaan clan Perkotaan; 



Meng ngat 1. Pass! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Ticknor 104, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tcntang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Noma 49, Tanabahan 

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2009 Minding 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Namur 5 Tabun 2008 tentang Perubahan Kcempat 

atas UndangUndang Nomor 6 Tatum 1983 tentang 

Ketentuan Unium dan Tata Cam Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4953); 

Undang-Undang 'Joiner 19 Tabun 7997 tertang Penagihan 

Pajak dengan Surat Palma (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara leepublik Indonesia Tabun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3987); 

S. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2002 Nomor 27, Tambahan Lombaran Negara 

Republik Indonesia limner 4189); 

6. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2011 •tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 



5234) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakbir 

dengan Undang-Undang Namor 13 Tatum 2022 tentang 

Perubahan Kedua alas Undang- Undang Nomor 12 Tatum 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa Irali terakhir dengan Undang-

Undang Namor 9 Tatum 2015 tentang Perubahan Kedua 

Alas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

S. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perrtajakan (lumbar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Kmangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahtn 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

10. Undang .Undang tremor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Pemerintah Dacrah Pengganti Undang-Undang Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja dambaran Negara Republik 

Indonesia Tatum 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Rapublik Indonesia Nomor 6856); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2024 tentang 

Kabupatm Kerinai di Provinsi Jambi (Lembaran Megan 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Perak 



dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Named-  247); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lenabaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 'Callum 

2014 tentang Dcsa (Lambaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir clengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahma 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

15. Peraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Talmua 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6630); 

17. Peraturan Penaerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Unaum Pajak Dania dan Retribusi Daerah 

aembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

85, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881); 

18. Peraturan Presiden Namur 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

41 scbagaimana tclah diubah beberapa terakhir 



dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kongo. atas Peraturan Presiden limner 

3 Tahun 2016 tentang Percepatan Peialcsanaan Proyek 

Strategis Nasional (Lombaran Ncgara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nonaor 259); 

19. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 148/PMK.07/2010 

tanning Badan atau Pcrw- kilan Lembaga Internasional 

yang Tidal( Dikenakan Pajak Bumi clan Bangunan 

Perdesaan clan Pcrkotaan (Bciita Negara Republik 

Indonesia Talton 2010 Nomor 415); 

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Tim= 2036) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Normal' 120 Tabun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Pinch* Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Seraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 

Lantana Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatum 2018 

Nomor 1852); 

22. Peraluran Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 

tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesatui clan Perkotaan (Bolan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 !gamin; 1853); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Talons Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Bahia Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

24. Peraturan Daerah Kabupa Len Kerinci Nornor 5 Tahun 

2022 Lantana Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 

Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tatum 

2024 Tentang Pajak clan Retribusi Daerah (Lembar Daerah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 1) 



MEMUTUSKAN: 

Menetaplgan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMUNCIUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA 

PEROLEHAN ATAS HAK TANAH DAN HANOI/NAN, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Hunan Mt yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kennet 

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewcnangan daerala otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kcrinci. 

4. Perang,kat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
unsur penabantu Hunan dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dais= penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang 
menjadi kewenangan 

5. Badan adalah selcumpulan orang dan/atau modal 

yang merupalcan kesatuan, baik yang mclakukan 

usaha maupun yang tidal( melak-ukan usaha yang 

meliputi perscroan tcrbatas, perseroan komancliter, 

perscroan lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan narna 

clan dalam lacntuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, perselgutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 

kolektif dan !denting usaha tetap. 

6 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang olch orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berda.sarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 



imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Pajak Bumi dan Bangunan PertIceman den 

Perkotaan yang selanjutnya disingkaL PBB-P2 

adalah Pajak etas bumf den/stall barigunan yang 

climiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi Mau Badan, keouali kawasan yang 

cligunalcan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan clan pertambangan. 

8. Bunn adalah permukaan bumi yang meliputi 

tanah dan perairan wilayaia daerah. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 

perairan. 

10. Nilai ,tual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat 

NJOP adalah harga rata-rata yang diperolch dani 

transaksi jual bell yang terjadi secara wajar, clan 

bilamana tidak tcrdapat transaksi jual bell NJOP 

ditentukan mclalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolchan baru, 

Mau NJOP pengganti. 

11 Nilai ,Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya 

disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai 

konversi biaya pcmbangunan baru sctiap jenis 

bengunan setelah dilcurangi pcnyusutan fisik 

berdasarkan mctode pcnilaian kedalam klasifikasi, 

penggolongan dan ketcntuan nilai jual Bangunan 

yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

12 Nilai ,Jual Objek Pajak Pengganti yang sclanjutnya 

disebut NJOP Pengganti adalah suatu 

pcndckatan/metode penentuan nilai Baal suatu 

objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi 

objek Pajak tersebut. 

13. Pemutalchiran Basis Data adalah pekerjaan yang 

dilakukais untuk menyesuaikan data yang 



disimpan di deism basis data dengan data yang 

sebettaritya di lapangsn. 

14. Nomor Objek Pajak yang sclanjutnya disingkat NOP 

adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk 

objek yang tidak dikenakan Pajak yang mcmpunyai 

karakteristik unik, permancn, standar dengan 

satuan Wok dalara satu wilayah administrasi 

pemerintahan desa/kelurahan. 

15. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT 

adalah suatu zona gcogratis yang terdiri alas 

sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai 

indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas 

penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu 

wilayah administrasi desalkelurahan yang tidak 

terikat kepada batas Wok. 

16. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjunya disebut peta 

ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona 

geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak 

yang mcmpunyai satu nilai indikasi rata-rata yang 

dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek 

Pajak dalan suatu wilayah administrasi 

desa/kelurahan. 

17. Daftar Biaya Kompunen Bangunan yang 

selanjutnya disingkat DBKB adalah dalitar yang 

dibuat untuk memudahkan perhitungari nilai 

Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang 

terdiri dad biaya komponen utama clan/ atau biaya 

komponen material Bangunan Man biaya kompimen 

fasilitas Bangunan. 

18 Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan 

yang disebabkan oleh keusangan/penurunan 

kondisi fisik Bangunan. 

19 Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan 

menatausahakan data objek den subjek Pajak 

Barth dan Bangunan. 



20. Objek Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan 

Perkotaan adalah Bumi clan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, clan/atau dirnanfaatkan olch 

orang pribadi Lase Badan untuk sektor Perdesaan 

dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usalla perkcbunan, perhutanan 

dan pertarnbangan. 

21. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan yang selanjutnya disehut Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

secara nyala menapunyai suatu hak alas Bumi 

clan/atrial memperoleh manfaat a tat; Bunn, 

dan/ Mau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bangunan. 

22, Tahun Pajak adalah jangka wakLu yang lamanya 1 

(satu) tahun kalander. 

23. Pajak yang Tcrutang adalah Pajak yang hams 

dibayar pada suatu saat, deism masa Pajak, dalam 

Tahun Pajak, atau dalam bagian Tabun Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-

undangan perpajakan daerah. 

24. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank 

swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 

PBB-P2. 

25. Icasilitas Pcrbankan Elektronik adalah fasilitas 

pelayanan perbankan secara elektronik seperti 

anjungan tunai mandiri. 

26. Teknologi Informasi adalah manta teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumurnkan, menganalisis, clan/ 

atau menyebarkan infonnasi. 

27. Approval Code adalah bentuk pcngcsahan 

pernbayaran PBB-P2 yang dilakukan secara 

cicktronik yang dibuat dalam formal. Lertentu serta 

diproses secara otomatis melalui data elektronik. 



28. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau 

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang 

selanjutnya disingkat SPOP dan./ atau LSPOP 

adalah surat yang digunakan e'en Wajib Pajak 

untuk melaporkan 

29. data subjek clan Objck Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perunclang-unclangan 

perpajakan dacrah. 

30. SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP 

clan/ atau LSPOP datum bentuk dolcumen 

elektronik. 

31. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang 

selanjutnya disingkat SPPT adalala surat yang 

digunalcan untuk memberitahukan besarnya PBS-

P2 yang tcrutang kepada Wajib Pajak. 

32. Penanggung Pajak adalah orang pribadi badan yang 

bertanggung jawab alas pembayaran Pajak, 

termasuk yang menjalankan hak clan menaenuhi 

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang sclanjutnya 

disingkat NPVVPD adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan Dacrah yang 

dipergunalcan sebagai tanda pengenal diri atau 

idcntitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak clan 

mcmcnuhi kewajiban perpajakan dacrahnya. 

34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanju tnya 

disingkat NOPD adalah nomor identitas objek 

Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan dengan ketentuan tertentu. 

35. Saat Terutangnya Polak adalah sejak langgal SPPT 

diterbitkan. 

36. Surat 'Panda Terinaa Setoran, yang selanjutnya 

disebut STTS, adalah bukti pembayaran yang 



dikeluarkan oleh Batik termasuk struk Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) atas pcmbayaran atau 

penyetoran Pajak yang telah dilak-ukan bleb Wajib 

Pajak melalui Bank yang ditunjuk Pejabat 

benvenang. 

37. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, yang 

sclanjutnya distibut DI-1KP adalah buk-u yang 

digunakan oleh Pemetintah Kabupaten Kennet 

scbagai Himpunan Kctetapan dan Pembayaran 

Pajak untuk menatausahakan ketetapan dan 

pembayaran Pajak dart Wajib Pajak. 

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalahsurat ketetapan Pajak yang 

menendukan besarnya jumlah Pajak terutang. 

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya 

junnah pokok Pajak, jumlah kredid Pajak, jumlah 

kekurangan Pembayaran pokok Pajak, besarnya 

sankei atiministrasi dan jumlah yang masih harus 

chbayar. 

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 

adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 

tambahan atas jumlah Pajak yang ditctapkan. 

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kiredit 

Pajak Iebih besar dart Pajak yang terutang atau 

Liciak eeharusnya tcrutang. 

42. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 

Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga clan/ atau denda. 

43. Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat 



keputusan yang membetulkan kcsalahan tulis, 

kesalahan hitung, data/staid kekeliruan dakim 

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan Dacrah yang 

terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Kcbcratan. 

44. Surat Keputusan Keberatan adalah surat 

keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, 

SKPDKB, SKPDIKEIT, SKPDN, SKPDLB, atau 

lerhadap pcmotongan atau peniungutan pihak 

ketiga yang diajukan oleli Wajib Pajak. 

45. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajibais yang 

harus dipcnuhi oleh Wajib Pajak scsuai dengan 

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKRT, SKPDLB, dan 

STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang 

ditunjuk scsuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

46. Pcmeriksaan adadah scrangkaian kegiatan 

mcnghimpun clan mengolah data, keterangan, 

dan/ atau bukti yang dilaksanalcan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suana standar 

pcmcriksaan untuk menguji kepatuhan 

pcmcnuhan kewajibass perpajakan clan/atm../ -stink 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

perundang-unclangan perpajakan Daerah. 

47. Banding adalah upaya hukium yang dapat 

dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung 

Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat 

diajukan banding berdasarkan Pcraturan 

Perundang-undangan yang bcrlaku. 

48. Putusan Banding adalah putusan baclan peradilan 

Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan 

yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

49. Jurusita Pajak adalah pclaksana tindalcan 

pcnagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika 



dan sekaligus, pembcritahuan surat paksa, 

penyitaan dart penyanderaan 

50. Penyitaan adalah andakan Jurusita Pajak untuk 

menguasai barang Penanggung Pajak guna 

dijadikan jaminan untuk me} unasi utang Pajak 

menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

51. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang Pajak clan biaya 

penagihan Pajak dengan mencgur Mau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan 

sekctika dais sekaligus, memberitahukan Surat 

Paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

Penyitaan, melaksanalran penyanderaan, rnenjual 

barang yang lelah disita. 

52. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 

penagihan Pajak yang dilaksanakan etch Jurusila 

Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang tn.eliputi 

scluruh Mang Pajak dart semua jenis Pajak, Mesa 

Pajak, dart Tahun Pajak. 

53. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 

Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk 

metunasi utang Pajaknya. 

54. Surat Paksa adalah surat perintah menabayar 

utang Pajak dart biaya penagihan Pajak. 

55. Surat Keputusan Keberatan adalah mural 

kcput-usan atas keberatan terhadap SKPD, 

SKPDLB, atau terhadap pemungutan etch pihak 

ketigayang diajukan olch Wajib Pajak. 

56. Kas Omura Daerah adalah tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 

menampung scluruh penerimaan dacrah dan 

mernbayar seluruh pengeluaran daerah. 

57. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayaz-

pada seat terlentu dalarn masa Pajak, tahun Pajak, 



atau bagian tahun Pajak. 

58. Poncliharaan Basis Data PBB Dalam Rangka 

Pennatakhinna Data Piutang PBB-P2 yang 

selanjutnya discbut Pemeliharaan Basis Data PER 

adalah kegiatan pemutalthiran data piutang PBB-

P2 dan pemutalchiran data objck dan/atau Subjck 

Pajak PRB-P2 untuk periodc tahun Pajak yang 

belt= daluwarsa. 

59. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah 

kegiatan untuk menyesu  ikan nilai piutang PBB- 

P2 dalana basis data P813 dengan nilai piutang yang 

sebenarnya. 

60. Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek Pajak 

PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objek dan/atau 

Subjek Pajak PBB-P2 yang tercantum pada Daftar 

Nominatif dengan kondisi yang sebenarnya. 

61. Penilaian Ohjek Pajak Bumi dan Hangunan yang 

setanjutnya disebut Pcnilaian PBB-P2 adalah 

kcgiatan untuk mencntukan NJOP yang akan 

dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan 

mencrapkan pendekatan perbandingan harga, 

pcndckatan biaya, dan/atau pendekatan 

kapitalisasi pendapatan. 

62. Pcjabat adalah pegawai yang diberi lugas tertentu 

di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 

ketcntuan peraturanperundang-undangan. 

63. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan 

mulai dan i penghimpunan data objek dan subjek 

Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang 

sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib 

Pajak serta pengawasan penyetorantwa. 

64. Bea Perolehan flak atas Tanah dan Bangunan 

adelah pajak yang dikcnalcan atas perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya 

disebut BPI-{TB. 

65. Peralehan flak atas Tanah dan/atau Bangunan 



adalah perbuatan atau peristiwa hulcurn yang 

mengaleibatlean diperolehnya hak atas tanah 

clan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

66. flak atas Tanah clan/atau Hangunan adalah hale 

atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta 

bangunan diatasnya, sebagaimang dimaksud 

dalam undang-undang di bidang pertanahan dan 

bangunan. 

67. Wajib Pajak F3PPITB adalah orang pribadi atau 

Badan, yang memperoleh hak atas tanah clan/afar' 

bangunan. 

68. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, 

adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta 

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

69. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah 

clan/atau Bangunan adalah dokumen yang 

menyatakan telah tetjadinya peminclahan hak atas 

kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen 

ini dapat berupa surat perjaigian, dokumen jual 

beli, swat hibah, surat waris, dan lain-lain yang 

memiliki kekuatan hukum. 

70. Surat Setoran Polak Daerah untuk BPHTB, yang 

selanjutnya disingkat SSPD BPIITB, adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 

pernbayaran atau penyetoran pajak terutang Re 

bank yang ditunjuk atau tempat lain yang 

diletapkan oleh Kcpala Daerah dan sekaligus untuk 

melaporkan data perolehan hale atas tanah 

clan / atau bangunan. 

71. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

F3angunan adalah dokumen legal pcnetapan 

pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan 

dan i satu pihak ke pihak lain; 

72. Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atau 

penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 



wengglinakan farmulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain Ice Kas Umurn Daerah melalui 

tempat Petnbayaran yang ditunjuk Pejabat 

berwenang. 

73. Nilai Pasar adalah harga rata-rata dan i Lransaksi 

jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak 

tanah clan/ at-1u bangunan. 

BAB II 

RUANG L1NGKUP 

Pasal 2 

Huang lingkup Peraturan Hunan mi adalah mengatur Tata 

Cara Pemungutan : 

a. PBB-P2; dan 

b. BPI-1TH. 

Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pengaturan wengenai 

a. Pendaftaran, Pendataan, dart Penilaiarg 

b. Penetapan, Tsrif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak; 

C. Masa dan tabu], pajak; 

d. Pcnelitian; 

e. Penerbitan, clan Penyampaian SECT; 

f. Pembayaran; 

g Pelaparan; 

h Penagihan; 

i. Mutasi, Pernbetulan, Pembatalan, Pengurangan 

Ketetapan flan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi 

Administratig 

j. Keberatan dan Banding; 

k Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 

1. Penentuan kembali dan Pcnundaan tanggal/saat jatun 

tempo; 

rn. Pemeriksaaa; 

n. Pengbapusan Piutang; 

o. Sosialisasi dan Edukasi; dan 

p. Inforwasi. 

(1)  

(2)  



Bagian Kesatu 

Umum 

Paragraf 1 

PBB-P2 

Pasal 3 

(1) Objek PBB-P2 yaitu Bum) clan/ atau Bangunan yang 

dimiliki, clikuasai clan/alum dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kccuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan clan pertaunbangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrmastik 

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau 

pengurukaat 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, 

peng-uasaan clan/ atau pemanfaatan alas; 

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemcrintala 

Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dun kantor 

penyeknegara negara lainnya yang dicatat 

sebagai baxang milik negara atau barang milik 

Daerah; 

b Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan 

semata-mata untuk melayani kepentingan umum 

di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, 

pendidikan clan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

C. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata 

digunakan un lack tempat makam (kuburan), 

peninggalan purbakala, Mau yang sejenis; 

d Bumi yang merupakan hutan Enduing, butan 

sualra alain, hut-an wisata, tanaan nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa dart 

lanaln negara yang belum dibebani suatu hak; 

e Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan olch 

perwakilan cliplomatik dan konsulat berdmarkan 

asas perlakuan timbal balik; 



F. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 

Badan atau perwakilan lembaga intemasional 

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pcmerintahan di 

bidang keumagan; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, 

moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas 

raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang 

sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya 

berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh 

Bupati; dun 

1. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak 

Bumf dart Bangunan oleh Pernerintah Pusat. 

Paragraf 2 

BPHTB 

Pasal 4 

(1) Objek BPI-ITB yait-u Perolehan Flak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

12) Perolehan flak atas Tanah dan/atau Bangunan 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a, peminclahan hair karena: 

I. dual bell.; 

2. Tukar-mcnukar; 

3. Hibah; 

4. Hibah wasiat; 

5. Waris; 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan 

hukum lain; 

7. Pemisahan hak yang mcngaIrtatkan 

peralihan; 

8. Penunjukan pembeli dalarn lelang; 

9. Pclaksanaan putusan h  lz- kn yang mempunyai 

kckuatan hukum tetap; 

10. Penggabungan usaha; 

11. Peleburan usaha; 

12.Pemekaran usaha; atau 



13. Hadiah; den 

b. pemberian hak baru karena: 

1. kclanjutan pelepasan hak; atau 

2. di luar pelcpasan hak. 

(3) Hak atas Omsk dan/atau Bangunan sebagaimana 

dimakeudpacia ayat (1) meliputi: 

a. hak milik; 

b. halt guna usaha; 

c. hak guns bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun• dan 

E hak pengelolaan. 

(4) Dikecualikan dari objek BPI-1TB melanin Perolehan 

Flak atas Tanah clan/atau Bangunan: 

a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemcrintaban 

Daerah, Penyclenggara Negara, clan lembaga 

negara lainnya yang dicatat sebagai barang mink 

negara atau barang milik Dacrah; 

b. oleh nogara untuk penyelenggaraan 

pcmerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembang-unan guna kepentingan umurn; 

C. untuk atau perwakilan badan lembaga 

internasional dengan syarat ticlak menjalankan 

usaha atau mclakukari kegiatan lain di luar 

fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaka 

tersebut yang diatur dengan peraturan mentcri 

yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di 

bidtmg keuangan; 

d. untuk perwarlan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

C. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi 

hak atau karena perbuatan huk-um lain (Langan 

tidalc adanya perubahan narna; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 

g. oleh orang pribadi atau Baden yang digunakan 

untidy kepentingan ibarlah; dan 



h. untuk maayarakat berpenghaailan rendah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangen. 

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyaralsat 

berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf h yaltu untuk kepemilikan rumah 

pertarna dengan kriteria tertcntu yang ditetapkan 

oleh Bupati. 

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) diselaraskan dengan kebijakan pcmherian 

kemudahan pcmbangunan den perolchan rumah 

bagi masyaralsatbcrpenghasilan rendah yang diatur 

olch menteri yang menyelenggarakan umatan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 

Paragraf 3 

Subjek Pajak 

Pasal 5 

Subjek Pajak yaitu °rang pribadi atau Bad an yang secara 

nyata mempunyai suatu flak atas BurraTanah dan/atau 

bangunan, memperoleh manfaat alas Bumi, tanah 

dan/atau mcmiliki, menguasai dan/atau mcmperoleh 

hak dan/atau mantissa atas Bangunan. 

BAB III 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaiam 

Paragraf I 

Pendaftaran PEB-P2 

Pasal 6 

(1) Pendaftaran objck pajak dilakukan dengan cara Subjek 

Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang 

disediakan dan dapat ciiperoleh di SPIIPD atau tempat lain 

yang ditentukan tanpa dikenakan biaya. 

(2) SeLelah SPOP clan/atau LSPOP sebagaimana dimalcsud pada 



ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan langkap Berta 

ditandatangani clisampaikan ke Bidang H313 clan Dana 

Transfer HPISPD selambatdambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah langgal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh 

Suhick Pajak atau kuasanya. 

(3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani olch sale))) 

Subjek Pajak yang bersanglcutan, hams dilempiri Surat 

Kuasa dan i Subjek Pajak. 

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek 

Pajak/Subjek Pajak Lerdiri atas : 

a. surat pengantar dan i Desa/Kelurahan; 

b. fotokopi kartu Mania pcnduduk, kartu keluarga atau 

identitas lainnya dari Wajih Mande; 

surat -Lerida bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan 

yaitu: 

1. folokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau 

Bangunan; 

2 fotokopi bukti hak pengelolaan etas Bumi dan/atau 

Bangunan; atau 

3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau 

Bangunan; 

dalam hal bukti hak benipa pengelolaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b angka 2, maka harus 

melarnpirkan surat izin dan i pemilik Bumf.  dan/atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 

surat kelarangan kepala desa/lurah; dan 

fotokopi SPPT tctangga sekitar yang berbatasan 

langsung. 

(5) Pendaftaran PBB-142 dengan cara nautasi dikarenakan 

Lerjadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, 

rneliputi: 

a. pementhan menjadi beberapa bidang tanah; 

Ii perubahan data Subjek Pajak dan (Thick Pajak karena 

Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang 

dan beberapa bidang; dan 

e. penggabungan Objek Pajak 



(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau 

LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

clan Peraturan Bupati mi. 

Pasal 7 

(1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pima( 

4 ayat (3) harus diteliti olch PD yang membidarigi Pajak, 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputh 

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP 

dan/aliau LSPOP; dan 

b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau 

LSPOP. 

(3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, PD yang 

membiciangi Pajak bmhak melakukan Pemeriksaan 

Lapangan untuk mengecek kekenaran data secara 

Pasal 8 

(1) Panda garan PBB-P2 dengan cara mutasi dliakukan dengan 

mengajukan pennohonan kepada PD yang membidangi Pajak. 

(2) Permohonan sabagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan menggumakan Bahasa Indonesia dcngan 

mengisi formulir surat permohonan yang disediakan PD 

yang mcmkiciangi Pajak clan dilampiri dcngan : 

a. surat pengantar dan i Dosa/Kelttrahan; 

b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau 

kuasanya apabila dikuasakan; 

surat lcuasa bermcterai ctikup apabila pemiohonan 

diajukan clot; kuasanya; 

SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi <Tongan Dias, benar 

clan lengkap serta clitandatangani oleh pemoheni 

asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak beijalan; 

kaiak mclunasi PBB-P2 5 liirna) tabula tcralder, I-carman 

untuk proses mutasi gakung, NOP yang dihapus width 

lungs untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang 

sebelum tahun berjalan; 

g. surat tamia bulai hat< atas Bumi dan/atau Ming-Man 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hunt( b;dan 



h. surat keterangan kepala desa/lurals; 

Dalam hal mutasi data Mistral minor, dapat cliccualikan dani 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. 

Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan penabahan atas data yang tidak 

mengalcibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa: 

a. pembetulan kesalahan permlisan nama Wajib Pajak; clan 

b. pembctulan kesalahan penulisan alcurnat Wajib Pajak. 

Paragraf 2 
Pendataan PBB-P2 

Pasal 9 
(I) Pendataan Objek Pajak dilalnikan oleh PD yang membidangi 

Pajak dan Rctribusi clangor' menuangkan hasilnya dalam 

formulir SPOP dan/atau LSPOP. 

(2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan Cara: 

a. pilaff, yaitu Pendataan yang diEalcukan oleh Subjck Pajak 

dengan cara mengisi, menandatangani, dan 

menyeratikan SPOP dan/atau LSPOP kepacla PD yang 

membidangi Pajak; 

b. aktif, yaitu Pendataan oleh BPICPD dengan menggunakan 

fonnulir SPOP dan/atau LSPOP melalui identifskasi 

Objck Pajak, verifik  si data Objek ()oink, dan 

pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencecokkan 

data yang ada di PD yang membidangi Pajak dengan 

kondisi sebenamya objck dan Subjek Pajak di inpangan; 

(3) Dalara rangka Pendataan, Subjek Pajals wajib mendaftarkan 

Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP. 

(4) SPOP dan/atau LSPOP scbagaimana dimaksud pada ayat (3) 

hams diisr dengan jelas, benar, data lengkep serta 

ditandatangani dan disampaikan kcpada PD yang 

membidangi Pajak selambat-larnbatnya 30 (tiga puluh) ban 

kerja setelah tanggal ditelimanya SPOP dan/atau LSPOP 

oleh Subjek Pajak. 

(5) Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada Objek Pajak 

yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PE03-P2. 

(6) Pendataan melalui verifikasi ditakukan pada Objek Pajak 

yang eurlah terdata dalam ariministrasi pembulman PBB-P2. 



(7) Berdasarkan hasil Pendataan scbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data 

yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus dengan buldi di 

lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan. 

(8) Bentuk fonnula permohonan pcndaftaran objek/Subjek 

Pajak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 

bagian tidal( tcrpisahkan dan i Pcraturan Bupati mi. 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan basil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 terhadap Objek Pajak dibcrikan NOP. 

(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut: 

melampirkan fotokopi identitas did berthaa kartu tanda 

penduduk atau dokumen lain yang sair, 

b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan 

atau pemanfaatan; 

surat keterangan dan i kepala desa/kelurahan; clan 

d. mengisi formulir SPOP dart/LSPOP disertai tan& tangan 

Wajib Pajak atau lcussanya. 

(3) Pendataan terhadap mutasi penuh ti  Ink menghilanglian 

NOP lama. 

(4) Pendataan terhadap mutasi pccah atas fanah induk, 

masing-masing penerima pecahan mendapat NOP bath, 

sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOS induk. 

(5) Terhadap pcnggabungan beberapa NOP, NOP terkecil 

dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus. 

(6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerdiri 

dan i 18 (adapten betas) digit, dengan urutan: 

digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode 

prorinsi; 

digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode 

kabupaten; 

digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (kethjuh) 

merupakan kode kecamatan; 

digit Ice-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 

(kesepuluh) merupakan kode desa/kclurahan; 

digit Ice-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga 

betas) menapakan kode nomor urut lank; 



digit Ice-14 (keempat betas) sampai dengan digit kc-17 

(ketujula belas) merupskan (code unit Objek Pajak; dan 

g. digit ke-18 (kedelapan betas) rnerupakan knde tanda 

khusus. 

Pasal 11 

(1) Dalam mclakuken kegiatan pendataan pemeliharaan basis 

data PBB-P2, PD yang membidangi Pajak dapal bekerja 

sama dengan instansi yang terkait. 

(2) Pendataan Objok Pajak dan S'ubjck Pajak dalam rangka 

pemc1iharaan basis data dapat dilalsukan oleh pihak ketiga 

yang memenuhi persyaratan sesnai ketentuan perundang-

undangan. 

Paragraf 3 

Penilaian PBB-P2 

Pasel 12 

(I) Penilaian Chink Pajak dilalcukan olch PD yang membidangi 

Pajak dengan menggunakan pendekatan penilaian yang 

telah ditentukan. 

(2) Proses Penilaian NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata 

yang diperoleh dan i transaksi jual bet yang terjadi sccara 

wajar. 

(3) Basil penilaian Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan scbagai dawn menctapkan NJOP. 

(4) Pcnilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melelui; 

a. penilaian massal, dimena NJOP Burni dihitung 

berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada 

setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan clihitung 

berdasarkan DBICB; don 

B. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum 

yang bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus, antara 

lain, 

I. jalan 

2. bandar udara data uctabuhan; 

3. galangan Racial dan dermaga; 

4. stasiun (scrota api; 

5. Pembanglcit listrik tenaga uap (PLT111; 



6 tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 

pipe minyak; 

7 menara Base Transceiver Station (BTS); 

8. taman rekreasi; 

9. Stasiun Pengisian Behan Bakar (SPBU); dan 

10. lapangan golf 

(5) Dal= hal tidak diperolch harga rata-rata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pengbitungau NJOP dapst 

dilakukan dengan metode: 

a. perbandingan harga dengan objek lain yang salmis; 

b. nilai perolehan baru; atau 

c. nilai jual pengganti. 

(6) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana 

dimakaud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan can 

membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan 

Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah 

diketahui dengan melakulcan beberapa penyesuaian. 

(7) Penilaian dengan pendckatan Maya sebagaimana diinaksuct 

pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan 

dengan cara memperhitungkan biaya yang dikcluarkan 

untuk membangun baru dikurangi dengan pcnyusutan. 

(8) Pendekatan kapitalisasi pendapetan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek yang nicmiliki 

lanai komersil dengan cars menghitung atau 

memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 

(satu) tahun tcrhadap Chick Pajak dikurangi dengan 

kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha. 

Paragraf 4 

Pendaftaran BPHTB 

Pasal 13 

(1) Wajib Pajak BPHTB melakukan pendaftaran Hak atas Tanah 

atau pendaftaran pemindahan Flak atas Tanah kepada 

Kcpala Kantor Pertanahan. 

(2) Unit kola dapat melalatkan kerjasama dengan Kantor 

Pertanahan dalam rangka pendaftaran Peminclahan Hak. 



(3) Prosedur pendaftaran Akta Ice ICepala Kantor Pertanahan 

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang 

tidak terpisahlian dari Peraturan Bupati mi. 

Bagian Kedua 

Penetapan, Tañf, clan Tata Cara Perhitungan Pajak 

Paragraf 1 

Penetapan PBB-P2 

Pasal 14 

Penetapan PBB-P2 dilaksanakan scsuai dengan ketentuan 

peraturan peruaadang-undangan yang berlakuiterkait. 

Paragraf 2 

Tarif PBB-P2 

Pasal 15 

Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling renclah 20% (dua 

puluh person) dan paling tinggi 100% (seratus person) dari NJOP 

setelah dilcurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimalcsud 

dalam Pasal 5 ayat (3). 

Pasal 16 

Tarif PBB-P2 sebagaimana talon di atur dalam ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait. 

Paragraf 3 

Tata Cara Penglaitungan Pajak PBB-P2 

Pasal 17 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitting dengan cara 

rnengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Pajak setelah clikuran0 NJOPTKP, dengan rumus sebagai 

berilmt : 

Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOI-ITKP) x Tarif. 

(7) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 clituangltan dalam 



Paragrat 4 

Penetapan BPHTB 

Pasal 18 

(1) Dasar pengenaan BPHTB merUPakan Nilai Perolchan Objek 

Pajak (NPOP) sebagaimana diatur dinar) Peraturan 

Perunclang-thidangan yang manurial" mengenai Pajak dan 

Retribusi. 

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimanan dimaksud pada 

ayat (1) adalah dalam hal: 

a. harga Himsalcsi untuk jual bell; 

b. nilai pasar untuk menukar, hibah, hibah wasiat, wails, 

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lainnya, penaisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 

peralihan hair karena pclaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kelimatan hukum tetap, pemberian hat( baru 

atas tanah sebagai kelanjutan dan i pelepasan hale, 

pemberian hak barn atas tanah di luar pelepasan hak, 

penggabungan usaha, peleburan usaha, pcmckaran 

usaha, dan hadiah, dan; 

harga transaksi yang tcrcantum dalam risalah Lelang 

untuk penunjukan pembc11 dalani Lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana 

dimaksiad ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dan i pada 

NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bunn clan 

Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar 

pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang 

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada 

tahun teljaclinya perolehan. 

(4) Dalam hal NJOP Pajak Burnt dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) bclum ditetapkan pada saat 

terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bunn clan Bangunim dapat 

didasarkan pada Surat Ketetapan NJOP Pajak Burnt clan 

Bangunan. 



Paragraf 5 

Tarif BPHTB 

Pasal 19 

Tarif Bea Perolehan Hale atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 

sebagaimana telah di atur deism ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku/terkait. 

Bagian Mango. 

Masa dan Tahun Pajak 

Pasal 20 

(1) Masa Pajak dinaulai tanggal 1 Januari clan berakhir tanggal 

31 Desember pada tahun berkenaan. 

(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan 

keachian Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. 

(3) Tabun Pajak PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan mauls jangka 

waktu (satu) tahun kalender. 

Bagian Keempat 

Penelitian 

Paragraf 1 

Penelitian PRB-P2 

Pasal 21 

(1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (3) wajib diteliti nleh PD yang membidangi Pajak. 

(2) Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; 

a. kcbcnaran informasi yang tercantum dalam SPOP 

dan/atau LSPOP; dan 

I,, kelengkapan &Acumen pendulnuag SPOP dan/alau 

LSPOP. 

(3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, BPKPD 

berhak mclakukan Pemeriksaan Lapangan untuk mengeeek 

kebenaran data secara riil. 



Paragraf 2 

Penelitian BPHTB 

Pasal 22 

(1) PD yang mcmbidangi Pajak melakukan penelitirm sctiap 

pembayaran SSPD BPHTB yang disampaikan aleh wajib pajak 

atau kuasanya. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. kebenaran informasi yang tercantum Ma'am SSPD 

BPHTB; clan 

b, ketengkapan dokumen pcndukung SSPD BPHTB. 

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan. 

(4) Penelitian SSPD BPI-ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan (2) dilaksanakart apabila tanah dan/atau bangunan yang 

diperoleh haknya, tidak mcmiliki tunggakan Pajak Bum( dais 

Bangunan. 

(5) Prosedur penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah 

scbagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang tidak 

terpisahltan dart Peraturan Duped Mi. 

Bagian 'Celina 

Penerbitan dan Pcnyampaian SPPT 

Pasal 23 

Kepala PD yang membidangi Pajak Atas Noma Bupati 

mcncrbitkan SPPITSKPD/SXPDN. 

(2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah 

tersedia pada basis data Pcmerintah Daerah dan/atau 

berdasarkan SPOP yang disatnpaikan /deb Wajib Pajak. 

(3) SPPT/SKPD/SICIIDN dapat diterbitkan melalui: 

a. pcncetakan massed; 

b. pencetakan hiasa dalam rangka: 

1. pembuatan salinan SPPT/SKPIT, 

2. pcncrbitan SPPITSKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut 

atas keputusan keberatan, Perigusangan atau 

pembetulan; 

3. tirklak lanjut pendaftaran Objek Pajak bank 

4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak. 



(4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dilaksanalcan pada trisrulan pentama tahun herjalan. 

(5) Pormahonan seta's saki-Ian SPPT/SKPD sebagairnana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada 

PD yang membidangi Pajak melalui desa/kelurahan dengan 

persayaratan sebagai berikut: 

surat permahonan salinan SPPT yang ditandatangani 

olch desa/kelurahan; dan 

melampirkan fatokopi kartu tanda penduduk, kartu 

keluarga, atau identitas lainnya dan i Wajib Pajak. 

Pasal 24 

(1) SPPT bukan mcrupakan buldi kepemilikan hak. 

(2) SPPT berfungsi sebagai surat pemheritahutin terutang Pajak 

untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang haws 

dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

(3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, 

Ithususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan 

SPPT dilakukan dengan ketcntuan sebagai bcrilrut: 

a. cap clan tanda Iangan cetakan untuk ketetapan sampai 

dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); clan 

U. cap dan tanda tangan basah untuk keletapan lebin dari 

Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah). 

(4) f(ormulir SPPT terdin dais informasi sebagai bargain 

a. bagian atas: 

1. nomor seri formulin 

2. nama Pcmerintah Daerah clan instansinya; 

3. informasi berupa tulisan "SPFT 1711B-P2 bukan 

merupakan tanda bukti kepenailikan hak"; 

4. jcnis Pajak; 

5. NOP; 

6. letak Objek Pajak; 

7. nama dan alamat Wajib Pajak; 

S. nomor pokok Wajib Pajak; 

9. luas Bunn dan/atau Bangunan; 

10. kolas Bumi dan/atau Bangunan; 

11 NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/atau 

Bangunan; 



12 total NJOP Butni dan/atau Bangunan; 

13 NJOP sabagai dasar pengenaan PBB-P2; 

14 NJOP tidak kena Pajak; 

15 NJOP maul< perhitungan PBS -P2; 

16 1113B-P2 terhutang; 

17 PBB-P2 yang harus dibayar; 

18 langgal jatuh tempo; 

19 barcode; 

20. tempat pembayaran; dan 

21. penandatanganan. 

b. bagian bawah: 

1. barcode; 

2. narna Wajib Pajak; 

3. letak Objek Pajak; 

4. NOP; 

5. SPPT tahun/Rp; 

6. tanggal diterima; 

7. tanda tangan; cian 

8. nama terang. 

(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjacli 5 (lima) buku donur 

himpunan ketetapan Pajak yaitu: 

a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) 

sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 

b. buku II jumlah pokok ketclapan Rp100.001,00 (serstus 

ribu satu rupiah) sompal dengan Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu ruPiallil 

c. bulbs Ill jumlah pokok ketaapan Rp500.001,00 (lima 

ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 

(dua juta rupiah); 

d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dust 

Una satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima 

juta rupiah); elan 

buku V jumlah pokok ketetapen di atas Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah). 

(6) Bentuk don mi SPPT sebagaimana dincieksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Larapiran V yang merupakan bagian ticlak 

terpisahkan dari Pcraturan Bupati iii. 



Pasal 25 

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut: 

apabila SPOP dan/atau LSPOP tidal( disampaikan dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hat setelah tanggal ditcrimanya 

SPOP clan/atau LSPOP clan setelah ditegur secara terhalis 

olch Kepala BPKPD sebagaimana ditcntukan dalara swat 

teguran; dan 

surat teguran sebagaimana dimaltsud pada hunt( a 

mcrupakart aural peringatan kepada Wajib Pajak untuk 

menyampaikan SPOP dan /Wan LSPOP yang harus diisi 

dengan jelas, benar dan lengkap. 

Pasal 26 

(1) Kepala PD yang membidangi Pajak Alas Kama Bupati 

memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak 

sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketcntuan; 

a. SPPT PBB-P2 belum dicetak sleh BPKPD; 

sebagai pengganti sementroa SPPT (Islam hal 

pengurusan persyaratan administrasi yang 

membutuhkan adanya SPPT; dart 

surat ketcrangan NJ()P dinyalakan tidal( berlaku 

apabila SPPT/SKPD telah dicetak aleh BPKPD. 

(2) Kansas. PEI yang membidangi Pajak Atas Nama Bupati dapat 

membcrikan Salinart SPPT/SKPD/STPD atas perrnohtanan 

Wajib Pajak. 

(3) Kepala PD yang membidangi Pajak Alas Nama Bupati dapat 

memberikan aural keterangan NJOP dan salinan 

SPPT/SKPD/STPD. 

(4) Bentuk Surat Keterangrui dan Surat Permohanan WOK 

sebagaimana dimaksud pada ayal (I) tercanlunt dalam 

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dart 

Peraturan Bupati int. 

Pawl 27 

(1) SPPT disarnpaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan: 

a. bulca I, buku II, clan buku Ill sebagairnana dimalcaud 

dalarn Pasal 17 ayat (5) burnt' a, httruf b, dan huruf e, 

disamp  ikon kepada Wajib Pajak melalui carnal, kepala 



denaflurah dikeow lacan bagi SPPT rnenara 

telekornunikasi dan badan usaba midi( negara; clan 

b. balm IV dan buku V sebagaimana dirnaksud dalarn rasa' 

17 ayat (5) huruf d, bumf e, dan SPIT menara 

telekarnunikasi dan/atau baclan usaha milk negara 

disarnpaikaw kepada Waiib Pajak olch BPKPD. 

(2) Sebelurn SPPT disarnpaikan pada Wajib Pajak dilairukan 

kegiatan Perneriksaan terhadap isi SPPT, yaatu 

a. Subjek Pajak; clan 

Ii Objck Pajak; dan/atau 

NJOP. 

Pasal 28 

(1) Penyampatan smar dilaksanakan pada triwulan pertama 

tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal. 

(2) Jangka waktu penyampaian SPIT selambat-lainbatnya: 

a. 5 (lima) had kerja dan i carnal: ke kepala desa dan kepala 

kelurahan; dan 

b. 25 (due puluh lima) had kerja dan i kepala desaTurah 

kepada Wajib Pajak. 

Pasal 29 

(1) Penyainpaian SPPT °Leh BPKIND Icepada carnal diluangkan 

dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dus), untuk 

didistribusikan kepada: 

a. Kcpala BPKPI8 dan 

b. Carnal 

(2) Berita acara penyampaian SPPT sebagainaana dimaksud pada 

ayat (1) dibuat oleh camat dalam rangkap 3 (tiga) unbar 

didistribusikan kepada: 

a. carnal.; 

b. kepala desa/lurah; dan 

C. Kepala BPKPD. 

(3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hams ditandatangani 

oleh masing-masing pihalc. 

(4) Fomiat berita acara penyampaian SPPT sebagaimana 

dirnakaud pada ayat (1) tercantum dalam L  mpiran IX yang 



merupakan bagian 

ini.  

k tmpisahkan dari Peraluran Bupati 

Pasal 30 

(1) Wajib Pajak brajib menandatangani tanda bukti peraerimaan 

SPPT dart mencanturnkan tanggal diterimanya SPPT tersebut. 

(2) 'Panda bukti penerinman SPPT sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan pcnagihan. 

(3J Tanda bukti penenmaan sppr sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya 

disampaikan kepada kepala desa/Ittrah. 

(4) Kepala desailurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menghimpun clan menyimpan landa but/ pcnerimaan SPPT 

yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam 

daftar rekapitu/asi penyampaian SPPT dan selanjutnya 

disampaikan kepada namat 

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana 

dimalcsud pada ayat (4) diserahkan ke BPKPD oleh carnat 

setiap hart kerja dengan mcnggunakan tanda tcrima formulir 

SPPT. 

Pasal 31 

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disanapaikan kepada 

Wajib Pajak alert kepala desa/lurah laarus dikembalikan 

kepada BPKPD melalui carnal dengan berita acara 

pcngembalian SPPT. 

(2) SPFT yang dikemb  likan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) discbabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak 

dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukary 

(3) Format berita actara pongembalian SPPT sebagaimana 

dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran VIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dart Pcraturan Bupati 

mi. 



Bagian Keen am 

Pcmbaysran 

Paragraf 1 

Pembayaran Pl3B-P2 

Pasal 32 

PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Pcrscpsi Watt tempat 

lain. 

PernbayaranPBB-P2 secara tunai dapat dilak-ukan oleh Wajib 

Pajak melalui pctugas pemungut Pemerintah 

Dacrah/ desa/ kolurah an. 

(3) Pembayaran PUB-P2 yang terutang clilakukan dengan 

menggunakan SPFT/STPD dan/atau mconnjukan NOP PBB-

P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak. 

(4) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) hauls disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang 

ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satit dua 

puluh empat) jam, 

(5) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaltsud pada ayat 

(2) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan 

pada hari kerja berikutnya. 

(6) Pcnunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 33 

(1) Dalam rangka efisicnsi penyetoran PBB-P2 dari petugas 

pcmungut desa/kelurahan ke Bank Persepsi atau tempat lain 

yang ditetapkan oleic Bupati, pihak desa/kclurahan 

membuat jadoal penerimaan PBB-P2 sekurang- 

kurangnya 1 (satu) minggu sekali; 

menunjuk operator PBB-P2 dcsa/kclurahan untuk 

melakukan input data pembayaran PBB-P2 melalui 

PBB; dan 

operator PBB-P2 sebagaimana dirnaksud pada bumf b 

bertanggung jawab mulls* atas penggunaan e-PBB. 

(2) Penjadwaltm penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 

pada ayal. (1) harus disosialisasikan kepada masyarakat dan 

dikoordinasikan dengan PD yang membidangi Pajak. 



Pasal 34 

(1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang ditunjuk 

sebagaitnana dimaksud <Main Pasal 27 ayat (1) dilakukan 

dengan menggunakan layanan perbankan balk secara ninth 

maupun non ninth. 

(2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebegaimana 

dimaksud pasta ayat (1) dianggap sah apabila junalah rebelling 

Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik 

telah bcrhasil didebet oleh Bank Pcrsepst 

(3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan di 

tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah dicantumkan 

"Approval coda. 

(4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD atau bukti 

pembayaran lain yang salt berdasarkan peraturan 

perundang-undangen. 

(5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tercantum dalam Larnpiran II yang merupakan bagian ticlak 

tcrpisahkart dari Pcraturan Bupati mi. 

Pasal 35 

(1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebcluna letvat 

tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Paragraf 2 

Pembayaran BPHTB 

Pasal 36 

(1) Wajib Pajaic. melalcukan pembayaran BPHTB terutang dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. 

(2) Pernbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk atau Bendahara 

Penerimaan pada unit kerja. 

(3) Prosedur pembayaran BPHTB Glen penetima Bak Atas Tanah 

den/ atau Bangunan selaku Wajib Pajak adalah sebagaimana 



tercantum datum Lampiran VI yang tidak tcrpisakkan dani 

Peraturan Bupati mi. 

Bagian Ketujuh 

Pelaporan 

Paragraf 1 

Pelaporan PBB-P2 

Pasal 37 

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan °lab PD yang membidangi 

Pajak. 

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan inforrnasi 

tentang rcalisasi penerimaan PITB-P2 sebagai bagian dani 

Pendapatan Ash Daerah. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

SPPT, SKPD, SSPD, dan dolaimen lain yang milt dan i bank 

tempat pcmbayaran. 

(4) PIT yang membitiangi Pa:Mk menerima laparan pencrimaan 

PBB-P2 dari bank tempat pembayaran paling lambat pacla 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

Paragrat 2 

Pelaporan BPHTB 

Pasal 38 

Pelaporan BPHTB dilaksanakan °lab Pangs( Pembukuan dan 

Pelaporan. 

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk mcmberikan informasi 

tanking realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari 

Pendapatan Ash Daerati. 

Pasal 39 

(1) Fungsi Pcmbulcuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan 

BPHTB bcrdasarkan dokumcn- dokumen dari Bank dan/atau 

Bendahara Pencrimaan dan/atau PPAT. 

(2) Fungsi Pemkukuan clan Pelaporan menerima laporan 

pencrinman BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara 

Penerimaan paling lambat pada tan al 10 (sepuluh) button 

berikutnya. 



(3) Fungsi Pembukuan den Pelaporan mcnerima laporan 

pcmbuatan akta Perolehan Bak atas Tanah dan/atau 

Bangunan dan i Pejabat Penabuat Akta Tanah paling larnbat 

pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

Bagian Kedelapan 

Penagihan 

Paragraf 1 

Penagihan PBB-P2 

PasaI 40 

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, SKPDKB 

dan/atau SKPDICBT. 

STPD, SKPID}03 dan/atau SKPDIC3T sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran clan/atau 

surat paksa. 

Sebelum surat top-Iran diberikan, dilakukan upaya persuesif 

selama 1 (satu) bu1an setelah jatuh tempo. 

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 

7 (tujuh) hari sctclah dilakukan upaya persuasif 

Dalam rangka mcningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, 

Ithususnya penandatanganan STPD, nmka penandatanganan 

STPD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. cep dan tanda tangan cetakan untsk tagihan satnpai 

dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan 

b. cap data tanda tangan basah untuk tagihen Dbih dani 

Rp500.000,00 (lima talus ribu rupiah). 

Pass) 41 

(1) Penetepan SKPDICB/SKPDKET, dilakukan melalui tahapan: 

a. BPICPD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, bbPD sebelum 

lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh 

Wajib Pajak; 

b. terhadap SPFITSKPD, STPD, SSI111 yang ternyata kurang 

beyar, SICPDKB/SRPDIU3T; BPKPD mcnctapkan 

SKPDICB/SICPDKBT; 

Wajib Pajak menerima SKPDKB/ SKPDKBT dan 

membayarkan PBB-P2 terutang scsuai dengan prosedur 

pemhayaran PBB-P2. 



(3) 

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui: 

a. STPD, SICPDKB, SICPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, 

Surat Keputusan Keberatan clan Putusan Banding yang 

menyebabkan jumlah Pajak yang hams dibayar 

bertambah mempakan dasar panagihan Pajak clan harus 

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 

scjak tanggal ditcrbitkan; 

b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan 

Pcmbetulan, Surat Keputusan Kcberatan d an Putusan 

Banding dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka dalam welch/ 1 (satu) bulan sejalc hart 

jatuh tempo BPICIPD melakultan upaya persuasif kepada 

Wajib Pajak agar mclunasi PHB-P2 terutarig; 

c. setelah I (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas 

permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara 

mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, BPKPD tetap 

melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar 

melunasi PBB-P2 terutang; dan 

d. setelah 15 (lima betas) hari sejak jatuh tempo, atas 

permohonan penundaan atau pcmbayaran Pajak sccara 

mengangsur olch Wajib Pajak yang tidak disetujui, BPKPD 

menerbitkari surat teguran. 

Paragraf 2 

Penagihan BPHTB 

Pasal 42 

Prosedur penagihan deckukan untuk menagih BPHTB 

tcrutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. 

Prosedur penagihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanaken melalui pcnetapan Surat Tagihan Pajalc Dacrah 

(STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Doerah Kurang 

Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak 

Dacrah Kurang Bayer Tambahan (SKPDKBT) BPHTB. 

STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 

jika diperlukan. 



Bagian Kesembilan 

Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan 

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrant 

Paragraf 1 

Umuna 

Pasal 43 

(1) Kenala PD yang monbidangi Pajak Ata8 Kama Bupati dapat 

membetulkan SPPT, SKPD clan STPD yang dalarn 

penerbitannya terdapat kesalahan tuLis dan/atau kesalahan 

hitung danlatau kekeliruan penerapan ketentuan tcrtentu 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Kepala PD yang mcnabidangi Pajak atas perrnohonan Wajib 

Pajak secant dapat: 

a. thelakiikan pOrnbahan mtitasi data objek/Subjek Pajak; 

b. melakukan pembetulan SPIPT/SKYD/STPD yang salah; 

C. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar; 

d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPEn dan/atau 

e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

PBB-P2 berupa bunga, denda dan kermikan yang 

dikenakan karena kekhilaran Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalnhan. Winn, Pajak. 

(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat menguranglcan atau 

menghapuskan Banks: administratif PBB-P2 berupa bunga 

clan denda karena: 

a. Subjek Pajak terkerm bencana sosial dart/ante wabah 

penyakit; 

b. Objek Pajak terkena benrana slam seperti games bumi, 

banjir, tanah longsur, atau sebab Min yang Mar bikOa 

seperti kcbakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman 

ataupun hama tanaman; dan/atau 

kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan 

penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk 

rneningkatkan perekononnan masyarakat dan peringatan 

hari jadi Kabupaten Kerinci. 

(4) Pengin-angan AMU penghapusan snfikei adMinistratif PBB-P2 

berupa bunga dan denda dalana kondisi tertentu 



sebagairnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan danger) 

Keputusan Bupati. 

(5) Dalam rangka percepatan target penerirnaan PBB-P2 Kepala 

PD yang rneffibidangi Pajak dapat mengrarangkan atau 

menghapuskan sanksi administrant PBB-P2 berupa bunga 

clan denda. 

(6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrant PBB-P2 

berupa bunga clan denda dalana rangka pereepatan target 

penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang membidangi 

Pajak. 

Paragraf 2 

Mutasi 

Pasal 44 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data 

objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh waris, 

hibah atau sebab lain yang naengalcibatkan berubahnya 

Objek/SUbjek Pajak. 

(2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/Subjek 

Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 

secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan: 

a. mengajukan permohonan secara terrulis &lam bahasa 

Indonesia kepada Bupati mclalui Kepala BPICPD; 

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, data 

dalana hal aurat pettnitherian ditandatangani oleh Mikan 

Wajib Pajak harus dilampiri dcngan Surat Kuasa; 

c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelaa, benar, dan 

lengkap serta ditandatangani; 

d permohonan kolektif diajukan untuk SNIT dengan 

ketetapan tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta 

It piah); 

c. rnelarnpirkan ash SPPT tahun bcnalan; 

f. telah mehinasi PBB-P2 5 (Erna) tahun teralchir; clan 

g, rnelampirkan buldi pendulcung sebagai berikut: 

1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk 

pengajuan secara perseorangan; 



2. Fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga alau 

identitas lainnya dan i Wajib Pajak; 

3. surat Fulda bukti hak atas bursa dan/atau bangunan; 

dan 

4. surat keterangan kepala desa/lurah. 

(3) Bentuk rormulir perrnohonan mutasi/perubahan 

objek/Subjek Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupalcan bagian 

tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 

Pembetulan 

Pass! 45 

(I) DaIon hal swr telah disarnpaikan kepada Wajib Pajak clan 

diteffulcan kepi:Labatt SOperti frama Wajib Pajak, alainat, 

luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan 

perrnohonan pembetulan Kepala PD yang menabidangi Pajak. 

(21 Atas permohonan pembetulan sebagairnana dimaksud pada 

ayat (1), PD yang membidangi Pajak melokukan verifikasi dan 

pembetulan. 

(3) Verifikasi dan pembctulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan Selarabablatnbatnya 6 (etranal Palau sejak 

diteitimanya pengajuan/pennohonan dan i Wajib Pajak. 

(4) Permohonan pembctulan SPPT, SICPD, STPD dan SKPDLB 

PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif 

dengan ketentuan: 

a. permohonan pcmbetulan secara perorangan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. aetiap parnaohonan hanya dapat diajilltan failak 1 

(satu) surat keputusan atau surat ketetapan; 

2 diajukan secara tertulis dal= bahasa Indonesia 

disertai alasan yangjelas; 

3 diajukan kepada Bupati rnelalui Kepala PD yang 

membidangi Pajak; 

4 surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, 

dal] dalana hal Surat permohonan ditandalangani oleh 

bukan Wajib Pajak harus clilampiri dengan Surat 

Kuasa; 



5. mengjsi SPOP dan/atau LSPOP dengan jclas, benar 

den lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahen 

ZNT dan kesalahen nama Wajib Pajak atau alamat 

objek man Subjek Pajak, sedangkan untuk kesalahafl 

yang disebabkan karena kekeliruan mernasukkan 

data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan 

melampirkan bokti pendulamg sebagai berikur 

a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan; 

b. ash i SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun 

bcrkenaan; 

O. telah naelunaei PBB-P2 5 tanan ter/31Hk; 

d. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; 

e. surat tends bukti hak atas Bum; clan/atau 

Bangunan sebagaimana dimaksud &darn nasal 4 

ayat (4) huruf b; clan 

f. surat keterangan kepala desa/lurah; 

perinchonan pembetUlan eccara kõlektifharus rnemenUhi 

persyaratan sebagai berilcut: 

1. diajukan uniuk sPvr tahun Pajak yang sama dengan 

Pajak yang Terutank untuk setiap SPF7 dengan 

ketetapan tidak lebih dan i Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah); 

2 diajukan secara tcrtulis dalarn bahasa Indonesia 

dinertai talasari yang jelan; 

3 diajukan kepada Bupati mclalui Kepala BPKPD; 

4 diajukan melalui kepala dcsallurah setempat; 

5 rnengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, banal 

clan lengkap serta ditandatangani, untuk kesanahan 

ZNT den kesalahan nanaa Wajib Pajak atau abunat 

objek atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan 

yang disebabkan katelia ktkelintan memasukkan 

data tidal( perlu naengisi SPOP dan /atau LSPOP; data 

6 melampirkan bukti pendukung sebagai berikut 

a. ash SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun 

berkenaan; 

b. telah melunasi PBB-P2 5 tahun tcrakhir; 



c. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga 

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak; 

d. surat tanda bukti half atas bumi dan/atau 

banganan Scbagaimana ditnakkad dalam Pa Sal 4 

ayat (4) huruf b; dan 

e. surat ketcrangan kepala desa/lurah; 

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi pembetulan atas kesahhan atau kekeliruan yang 

hersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan 

antara Piskus dan Wajib Pajak, bcrupa kesalahan tulis, 

keSalfthaft hitang, kekeliruan perierapan keteiduan totterita 

dalam peraturan perundang- undangan terhadap surat 

keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut: 

SPPT; 

b. SKPD; 

C. STPD; 

d. surat keputusan pemberian pengurangan; 

e. karat keplitasan pengurangan sfunksi administrant; 

f. Surat Keputusan Pembetulan; 

g. Surat Kcputusan Keberatan; 

h. surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan 

i. surat keputusan pengurangan sanksi administrant, 

surat kcputusan penghapusan sanksi administrant, 

surat keputusan pengurangan kctctapan pajak, atau 

Surat keplitusan pernbatalan ketetapan naiad.. 

(6) Pcrmohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan 

scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap 

bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat 

dipertimbangkan. 

(7) Daimon hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkart 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP1CPD harus 

manberitahulfan sedara tertulis kepada Wajib Pajak atau 

kaasanya. 



Paragraf 4 

Pembatalan 

Pasal 46 

(1) Pembatalan ataS SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabiD 

SPFT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya 

tidak diterbitkan. 

(2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimalcsud 

pads ayat (1) meliputi 

a. Data ganda Objek Pajak • dari/atan 

b. Objek Pajak tidak ditenatkan 

(3) Pengaillan perrnohoinit perribatalan SPFT/SKPDTSTPD 

Pl313P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan 

persyaratan 

a. surat pernaohanan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia; 

b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPD, 

permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan 

katetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 'Pinta rains ribn 

rupiah); 

d, surat pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan 

dalam hal surer permohonan ditandatansani alch bukan 

Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa; 

e. surat pengantat den Dcsa/Kelurahan untuk pcngajuan 

secara perseorangan; 

fotekopi kartii Said& pelidaduk, karbl keluarga atau 

identitas lainnya dan i Wajib Pajak; 

g. asli SPPT tahun yang berkenaan; 

h. khusus pennohonan pcmbatalan secara kolektif dengan 

alasan objek tidak ada mclampirkan aural pemyataan dani 

kepala desaTurah yang raenyatalcar; bahwa Objek Pajak 

yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan 

pandallaran objek pitjak barn, bail< Etta* nartta wajib pajak 

semula maupun atas name Wajib pajak lain; dan 

I. surat keterangan kepala desa/ luralt 



Paragraf 5 

Pengurangan Ketetapan 

Pasal 47 

(1) Pengatangan ketetapan SPFT/SKPD/STPD dapat dibtrikan 

kepada Wajib Pajak  dengan ketentuan: 

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada 

hubungannya dengan Subjck Pajak dan/atau karcna 

sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau 

b. dalana hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab 

lain yang luar biasa. 

(2) KOndisi terlenna Objek Pajakyang ada hulaktitgannya dangadd 

Subjek Pajak dan/atau karena scbab-sebab tertentu lairmya 

sebagainaana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk 

a. Wajib Polak orang pribadi meliputi: 

1. Objck Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi 

veteran pejuang kemerdekaan, veteran pmnbela 

kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, 

alau janda/dadanya; 

2 Objek Pajak berupa lahan pertanian/ 

perikanan/petemakan yang hasilnya sangat terbatas 

yang Wajib Pajaknya prang pribadi yang 

berpenghasilan rendah; 

3 Objek Pajak yang Wajib Pajakriya orang pribadi yang 

penghasilannya semata-mata harass) dad pensiunan, 

selling& knalajiban inenabayar PBB-P2 Sulit dipmnahi; 

4 Objek Pajak yang Wajib Pajaknya prang pribadi yang 

berpenghasilan rendah schingga kewajiban rnembayar 

PBB-P2 sulit dipenuhi; dan 

5 Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang 

berpenghasilan rendah yang NJOP per meter 

perseginya meningkat akibat perubahen lingkungan 

clan dampak pOsitif pain-bang/anal-1. 

b. Wajib Pajak Baden meliputi Objek Pajak yang Wajib 

Pajaknya adalah Wajib Pajak Baden yang mengalami 

kerugran clan kcsulitan likuiditas tahun Polak 

sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban 

rutin. 



(3) Bcncana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

merupakan bencana yang dialcibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alarn, meliputi 

gernpa bumi, tsunami, gatfrang melehm, banjir, kekcringeft, 

angin topan dan tanah longson 

(4) Sebab lain yang luar biasa scbagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bumf b meliputi kcbakaran, wabah penyakit tanaman 

dan/atau wabah hama tananaan. 

Pasal 48 

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

dibetikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang 

yang tercantum dalam SPPT/SICPD. 

(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD 

sebagannana dimaksud pada ayat (1) Ladakh pokok Pajak 

ditambah dengan sanksi administratif. 

(3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 

diberikan peragurangan tidak dapat dimintakan untuk sanksi 

administratif. 

(4) Bentuk formulir permohonan pengurangan/penthatalan 

perorangan dan kolektif tercantum dalam Larnpiran VIII yang 

merupakan bagian tidak tcrpiSahkan dan i PeraLuran Bupati 

Pasal 49 

Pengurangan ketetapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

dapat diberikan: 

a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang 

terutang dalarn kondisi tertcntu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) Mir& a angka 1; 

b. sebesar paling thaggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-

P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, 

angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 35 ayat (3) huruf c; 

clan 

C. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang 

tertitang dalam hal objck pajak terkena bencana alarn atau 

sebab lain yang Mar biasa sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4). 



Paragraf 6 

Penghapusarx atau Pengurangan Sanksi Administrant 

Pasal 50 

(1) Permohonan penghaptasan atau pengurangan sanksi 

administratif diajukan secara perseorangan/kolelatif. 

(2) SPPT/SKPD/STPD yang Isiah diajukan permohonan 

penghapusan atau pcngurangan sanksi administratif tidak 

dapat diajukan kenabali. 

(3) Bentuk forrnulir permohonan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pti.dL a-rat (1) tereantthat &darn Lampitan XVII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati 

int. 

Pasal Si 

(1) Keputusan Supati pcnghapusan atau pengurangan sanksi 

administrant)  dapat benapa mengabulkan seluruhnya atau 

sebagian atau menolak. 

(2) Kcputusan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada hasil pemeriksatm. 

Bagian Kcsepuluh 

Keberatan dan Banding 

Pasal 52 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulie 

kepada Bupati atau Kepala Eiadan atas surat keputusan atau 

surat ketetapan sebagai berikut: 

a. SPPT PBB-P2; 

b. SKPD; 

C. SKPDKB- 

d. SICPD103T; 

e. SICPDLET dan 

Í. SEPDN 

(2) Keberatan dapat diajukan dalam hal: 

a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi 

dan/atau Bangunan atau nilai jual objek Pajak Bunt 

clan/ Man Bangtulan tidak sebagaimana naestinya; 

dan/atau 



b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan 

PBB-P2, 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat 

diajulcaft šõata ptrbrabgail au koleklif: 

a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau 

b. perorangan untuk SKPD. 

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus memenuhi persyaratan: 

a. Satu surat permohonan keberatan untuk I (satu) SPPT 

atau SKPD; 

b Dientati 8eata tettuliš &Alain Bahasa Indonesia; 

C. Diajukan kcpada Bupati melalui Pik yang mernbidangi 

Pajak; 

d Dilampiri asli SPPT/fotokopi finfòrmasi rincian SPPT atau 

SKPD yang diajukan keberatan; 

e Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut 

penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang 

mendilkang pengajnan keberatannya disertai dengan: 

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas din 

lainnya; 

2 fotokopi bukti kepemilikannaengthasaffin 

pemanfaatan tanah, antara lain: 

a) scrtifikat; 

b) surat perahhan hak; 

Shift keputusan dari instansi benvenang; 

d) surat keterangan yang dikeluarkan lurah /Impala 

desa clan diketahiii carnal_ setempat. 

3 fotokapi ijin mendirikan bangunan/ persetujuan 

Bangunan gedung atau surat keterangan 

kelurahan/desa dengan denah lokasi objek Pajak atau 

surat pernyataan hias bangunan yang ditandatangani 

oleh Wajib Pajak. 

4 surat kuasa bernaaterai jika permohonan keberatan 

dikuasakan. 

5 mengisi surat pemberitahuan objek Polak. 

6 fotokopi SPPT tetangga terdekat. 

7 foto objck Pajak. 



8. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang masih barns 

dibayarkan paling sedikit sejumlah yang telah 

disetujui Wajib Pajak data= pembahasan akhir hasil 

peinetikthan atall pembahasan akhir kaki( vcrifikasi 

seboluna surat keberatan disarnpailsan. 

Diajukan dalam jangka waktta 3 (tiga) bulan scjak tanggal 

diterimaryya SPPT atau 1 Datul bulan scjalc tanggal 

diterimanya SICPD kecuali apabila Wajib Pajak atau 

kuasanya dapat mcnunjukkan bahwa jangka walctu itu 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 

Rein-rasa:Malaya; clan 

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan 

dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan 

Wajib Pajak harus Ailampiri dengan surat loaasa. 

(5) tanggal pcncrimaan surat permohonan keberatan yang 

dijadilcan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal 

terima surat permohonan keberatan yang disarnpaikan 

(angst:mg Oleh Wajib Pajak ataU kuasanya kepada BPKPD. 

(6) Apabila surat permohonan keberatan dikirimkan melalui jasa 

pengiriman, Tanggal penerimaan surat permohonan 

keberatan yang diladilcan dasar untuk memproses keberatan 

adalah tanggal terima surat permohonan keberatan yang 

ditcrima olch SPICA& 

(7) Format Pcngajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

(twit (1), tenimaturn datum Lan:ph-an XIV traulig inertipakan 

bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati ini. 

Pasal 53 

(1) Pengajuan keberatan -untuk SPPT secara kolektif 

sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a 

dilakukan untuk setiap SPPT yang tergolong dalam hula] 1 

(satu). 

(2) Pcngajuan kcbcratan scbagaimana climaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui PD yang 

membidangi Pajak. 

(3) Keberatan sebagaimana ditnalcsud pada ayat (1) harus 

memenulai persyaratan sebagi berikut: 

a. cliajukan sccara tcrtulis dalam Bahasa Indonesia; 



b diajukan kepada Bupati melalui PD yang mernbidangi 

Pajak; 

C. dilanapiri SPET ash; 

d. Sliral keterangan hatah/kepala desa selempat; 

e. Dlicemukakan jumlah PBB-P2 yang tertatang menurut 

penghitungan Wajib Pajak diserlai dengan alasan yang 

mendukung pengajuan Keberatannya clisertai dengan: 

1. Foto copy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy identitas 

knasa Wajib Pajak dalam hat dikuasakan; 

2. Foto copy bukti 

kepeinilikan/perighasaan/pernanladlem tanah 

(sertifikat/AJB/dokumen bin yang sejenis); 

3. Fate copy ijin mendirikan bangunan/ persetujuan 

bangunan gedung atau surat keterangan 

furah/kepala desa; 

4 Surat kuasa bermaterai jam pennohonan keberatan 

dikuasalcan; 

5 Mengisi SUrat Pernberitahatan Objek Pajak ISPOP) 

dan; 

6. Foto copy SPPT tetangga terdekat. 

Dialukan dolam jangka waktu 3 (tiga) bulan sclak tanggal 

diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterimanya SKPD kccuali apabila Wajib Pajak atau 

kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 

fiddle dapat dipenuhi karena keadann di bar 

kekuasaannya. 

(4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat keberatan adalah: 

a, tanggal terima surat kabcratan, dalarn hal disarnpaikar: 

secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada 

BPKPD; atau 

b. tanggal Lando pengirirnan sabot kcbcratnn, delana 1161 

disampaikan melalui pos tercatat dank/an ;midi 

pengirimaaa surat. 

Pasal 54 

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak 

yang terutang clan pdalcsanawa penagihannya. 



Pasal 55 

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD yang 

terutang diberikan oleh Kepala BPKPD atas pelimpahan 

kewenangan dari Biapati. 

Pasal 56 

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai 

kewenangannya dal= jangka waktu paling lama 12 (dua 

belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat 

keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan 

keberatan aebagaimana dimaksud dalaan Pasal 46. 

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa menedina seluruhrwa atau sebagian, menolak, 

atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka Waktu sebagahnana dimaktad pada agat (1) 

telah terlanapaui clan keputusan belum diterbitkan, 

pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dart diterbitkan 

keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam 

jangka waktu paling laraa 1 (satu) bulan terhitung sejak 

jangka waktu dimaksud berakhin 

(4) Dalarn hal kcputusan keberatan menyebabkan perubahan 

tiala dalana SPPT, BPKPD raenegbitkan SPPT dart SKPD baru 

berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat 

jaitah tempo pembayaran. 

(5) SPPT clan SICPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak bisa diajukan keberatan. 

Pasal 57 

Dalam jangka walrha 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat 

menyanapaikan lasan tambahan atau penjelasan tertulis 

sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan. 

Pasal 58 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan perrnohonan banding hanya 

kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) PengagUati permohonan banding mentungdithlrall kewajiban 

membayar Pajak serape( dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Putusan Banding. 



Bagian Kesebelas 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal 59 

(1) Wajib Pajak (lava mengajukan perrnohonan pengernbalian 

kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal: 

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata baser dan i yang 

seharusnya terutang; 

I,. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya 

terutang; dan 

C. terutang sebagaimana dimaksud pada huntf a dan hua-uf 

b adalah Pajak yang masih halals dibayar ternaaSUlt 

sanksi administratif berupa bunga, dencta atau ken- ikan 

yang tereantum dalam surat ketetapan pajak atau surat 

sejenisnya berdasarkan ketentuim perundang-undangan 

perpajakan. 

(2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena: 

a. perubahan peraturam 

b.snrat keputusan pemberian pengurangan; 

c. surat keputusan penyelesaian keberatan; 

d. kesalahan penetapan; 

kekelituar: pembayaran; dan 

f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hulcum 

tetap. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaik-an dengan mekunpirkaul sekurang-kurangalya 

a. SPIPT/SKPD clan SSPD ash; clan 

b. STPD. 

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan 

sejak diterimanya surat perrnohonan pengembalian dad 

WaPb Pajak, rnenerbitkan: 

SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar temyata 

lebih baser dari yang seharusnya terutang; 

b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sarna dengan jumlah 

PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan 

c. SICPDKE, apabila jumlah P813-P2 yang dibayar temyata 

kurang dan i jumlah PBB-P'2 yang seharusnya terutang. 



(5) Pengernbalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka 

waldu paling lama 2 (dua) tmlan sejak diterbitkannya 

SKPDLB. 

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagairnana 

dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpabkan kepada. Kepala 

BPKPI). 

Pasal 60 

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitunglcan terlebih 

dahuba dengan utang Pajak lainnya. 

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas 

kelebihan. pernbiWarraa PBB-P2, keiebihtth tersebut dapat 

diperhitunglcan dengan Pajak yang akan terutang. 

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) ctilalaikan dengan perainclahbultman. 

Raglan Kedua Betas 

Penentuan Kembali dan Penundaan Tangwal/saat.latuhTempo 

Pasal 61 

(1) EMpati atas permintaan• Wajib Pajak (Julia] mettenlukan 

kembali tanggal/saat jatuh tempo pernbayaran dikarenakan 

keterlarnbatan diterirnanya SPFT. 

(2) Buftati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda 

tanggal/saat jatula tempo pengembalian SPOP karena sehab-

sebab tertentu. 

(3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran 

dart nieftUnda tallggnlisaat jatuh teriape pengembalien SPOP 

atas permohanan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpabkan kepada Kepala 

BPI(PD. 

Bagian Ketiga Betas 

Penaerilcsaan 

Pasal 62 

(1) Bupali atoll Kepala Harlan bervvenang melakukan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewaftbanPajak clan tujuan lain datum ftingka rnelaksanakan 

ketentuan peraturan perundann-undangan menscnai Pajak. 



(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan datum hal: 

a. wojib Pajak mengajukan pengembalian atau kompenSaai 

kelebihan Pembayaran Pajak; 

b terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

mentmjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar; atau 

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemerikaaan 

berdasarkan analisis risiko. 

(3) Pemeriksaan untak tujuan lainsebagaimana dimaksud pads 

ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk: 

a. pemberian NPWPD secara jabatan; 

b. oenshapusan NPWPD: 

C. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak: 

U. pencocolcan data dan/atau alat keterangan; den/ atau 

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lainsebagairnana dimaksud pada 

ayat (3) meliputi: 

a, penentuan; 

b. bencocokan; atau 

G. pengumpulan mated yang berkaitan dengan tujuan 

Pemeriksaan. 

(5) Tata cara Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentatun pet-at:Aran perundung- rind:a:gam 

Bagian Keempat Bolas 

Penghapusan Piutang 

Pa sal 63 

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak clikarenakan 

tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa. 

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dinaaksud pada 

ayat (1) clitetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan 

usulan Kepala BP1CPD. 

(3) Pernaohonan penghapusan piutang sebagaimana dirnaksud 

paPa ayat (2) paling sedikit mermaid 

a. nama clan alamat Wajib Pajak; 

U. jumlah piutang Pajak; 



C. Tatum Pajak; clan 

d. alasan penghapusan piutang Pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana 

dimaksud pads ayat (1) tartlifi atas: 

SPI(f 

b. SKPD 

c. STPL); dan 

d. Surat Keputusan Penabetulan, Surat Keputusan 

Keberatan clan Putusan Banding, yang menyebabkan 

jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah. 

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak °rang pribadi yang tannurat data 

tunggakan PBB-P2 tidal( dapat atau tidak mungkin ditagth 

lagi disebabkan: 

a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat 

ditemulcan atau meninggal clunia dengan tidak 

meninggalkan harta warisan dan tidak memputlyai ahli 

wads atau atdi waris tidal( dapat ditemukan; 

b Wajib Pajak dan/man penanggttng Pajak tidak 

mempunyai harta kekayaan lagi; 

C. tidak ditcmukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak 

sudah tutup; 

d hak untuk melak-ukan penagihan sudah kedaluwarsa; 

atau 

Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab 

Sgparti Wajib Pajak yang lictak dapat ditemukan lagi atau 

dolcurncn-dokunarn sebagai dasar penagihan Pajak tidak 

lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebablcan 

keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana 

alara, kcbakaran clan lain sebagainya. 

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data 

tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak munglcin ditagih 

lagi disgbablcan: 

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, 

komisaris, pemegang saham, pentlik modal atau pihak 

lain yang clibebani unit* melakuken pemberesan atau 

likuidator atau kurator tidak dapat ditenaukan; 



b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak fidaic nacmiliki 

harta kekayaan WO; 

c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan 

pbrwarnpalan saurian Stlitat pakka kepada petal:vs, 

direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan 

niaga, balk secara langsung maupun dengan 

menempelkan pada papan pengumuman atau media 

'mesa; 

hula untuk melakukan pcnagihan Pajak sudah 

kcdaluwarsa; atau 

sebab lain scsuai basil pemerilcsaan. 

Pasal 64 

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak 

yang tidak dapat atau tidak mungkin clitagih lagi 

scbagairnana dimaksud cialam Pasal 61 ayal (1), wajib 

dilakulcan Pemeriksaan setempat atau Pemerikaaan 

adroinistrasi oleh BPKPD yang hasilnya dibuat uraian 

Pemcriksaan. 

(2) Uraian Penaeriksaan sebagainlana dirnaksud pada ayat (1) 

hams rnenggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang 

Pajak yang beriEtngkutrus sebagai dasar lllllll inenerdulcan 

besamya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan 

diusulkan untuk dihapus. 

(3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk clihapus setelah 

adanya uraian Pemeriksaan sebagairnana dirnaksud pada 

ayat (1). 

(4) BPKPD menyusun daftar usulan pcnghapusan piutang Pajak 

berdasarkan harsh Pemerilcsaan dan Menyanftpaillaho daftttr 

usulan dirnaksud kepada Dupati. 

Bagian Kelima Betas 

Sosialisatti clan Edukasi 

Pasal 65 

(1) Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dapat dilakukan 

melalui berbagai media, antara 

a. Penyebaran brosur, pamphlet, dan leaflet; 

b. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan: 



c. Pemasangan spanduk, banner, poster, flan baliho; 

d. Siaran radio dan televise; 

e. Media sosial; dan 

f. Website resmi pemerinlah chterah. 

(2) Sosialisasi clan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentangperaturan 

perpajakan; 

b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan 

Meninglcatkitn kesadaran wajib pajak dalam 

pembangunan daerah. 

Bagian Keenarn Betas 

informaSI 

Pasal 66 

Wajib Pajak dapat memperoleh infonnasi yang berhubungan 

dengan pelaksanaan PBB-P2. 

BAB It/ 

RETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 67 

(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/beluna dibayar pajaknya 

oleh Wajib Pajak sarnpai batas waktu yang telah ditetapkan 

dapat dilakukan penernpelan stiket dap/mall pettabimon 

banner yang menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan 

Belum Dilunasi PBB-P2 nya". 

(2) Bcntuk stiker daniatau banner sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) teruantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisalikan dart Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 68 

Pada saat Peraturan Bupati ini naulai berlalat 
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